REPUBLIK INDONESIA

No.1370, 2018 KEMENKEU. Jabatan Fungsional Pemeriksa

Pajak. Juknis.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 /PMK.03/2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, telah ditetapkan
Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan
Kementerian Keuangan;

bahwa sehubungan dengan perkembangan organisasi
dan untuk meningkatkan pembinaan profesi dan karir
dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
31/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak telah dicabut dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional
Pemeriksa Pajak;

bahwa sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional

Pemeriksa Pajak, Kementerian Keuangan selaku instansi
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Mengingat

1.

Pembina mempunyai tugas diantaranya menyusun
petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor S Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);



Menetapkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan yang

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
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10.

wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan,
Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan.
Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang selanjutnya
disebut Pemeriksa Pajak adalah PNS di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan
Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau
Penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keterampilan adalah Pemeriksa
Pajak yang mempunyai kualifikasi teknis yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan
penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur di bidang
Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau
Penyidikan.

Pemeriksa Pajak Kategori Keahlian adalah Pemeriksa
Pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang
pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan
penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik
analisis di bidang Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti
Permulaan, dan/atau Penyidikan.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Pajak.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang  mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
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suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang
dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang
adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang
perpajakan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian
uang yang pidana asalnya dari tindak pidana di bidang
perpajakan serta menemukan tersangkanya.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak dalam rangka
pembinaan karir yang bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka
Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pemeriksa Pajak
sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.

Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang
selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang berisi
jumlah Angka Kredit setiap kegiatan yang telah
dilaksanakan dan disusun oleh Pemeriksa Pajak untuk
diusulkan kepada pejabat yang berwenang menetapkan
Angka Kredit melalui pejabat yang berwenang
mengajukan usulan Penetapan Angka Kredit dengan
format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keputusan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disebut PAK adalah surat keputusan yang berisi
penetapan Angka Kredit dan ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang menetapkan Angka Kredit.



